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ABSTRAK 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan 

implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women (CEDAW) terhadap kasus femicide intimo di Meksiko. Femicide 

Intimo merupakan kejahatan berat dalam hak asasi manusia yang masih terjadi 

Meksiko, diratifikasinya CEDAW oleh Pemerintah Meksiko dianggap sebagai 

salah satu upaya Pemerintah dalam mengatasi femicide intimo. Namun, 

implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women (CEDAW) di Meksiko terhambat mengakibatkan femicide intimo 

masih terjadi. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode 

analisa kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka. 

Dalam skripsi ini penulis menggunakan konsep impunitas. Adapun beberapa 

faktor yang menjadi penghambat implementasi Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yaitu diantaranya masih 

terjadi impunitas di Meksiko, intervensi kartel narkoba, dan budaya machismo 

yang masih diadopsi di Meksiko. Dalam hal ini pemerintah belum memiliki 

rencana yang strategis dalam mengimplementasikan Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) secara 

berkelanjutan. 

Kata kunci: femicide intimo, Meksiko, kekerasan terhadap gender, Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).



 
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Femicide didefinisikan sebagai pembunuhan wanita sebagai hate crime. 

Femicide merupakan istilah yang berasal untuk menggambarkan pembunuhan 

yang berkaitan dengan gender. Femicide juga mencakup serangkaian 

penyerangan gender secara publik maupun pribadi hal ini terkait dengan dan 

dalam sebagian besar kasus terdiri dari Intimate Partner Violence. Pada 

tingkat nasional dan komunitas, femicide intimo atau Intimate Partner 

Violence (IPV) biasanya berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat 

dengan tingkat kejahatan yang tinggi, kurangnya kesempatan ekonomi bagi 

laki-laki, norma budaya yang mendukung kekerasan, maupun diskriminasi 

publik terhadap perempuan (Shackerlford, 2020). 

Kata femicide bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kejahatan 

terhadap wanita, kematian wanita dengan cara kekerasan adalah bentuk 

kejahatan itu sendiri dan tidak boleh disamakan dengan istilah homicide yang 

merupakan pembunuhan tanpa mengenal gender. Baru-baru ini, gagasan 

tentang femicide telah banyak digunakan oleh para peneliti dalam disiplin 

ilmu seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan kriminologi. Ini juga telah 

masuk ke dalam dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-

lembaga pembuat kebijakan (Shepherd, 2019). Kekerasan terhadap 

perempuan ini masih menjadi masalah internasional yang dihadapi banyak 
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negara salah satunya Meksiko. Kekerasan terhadap perempuan di Meksiko 

merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan baik dari perspektif sosial 

maupun kebijakan. Ada dua jenis bentuk kekerasan femicide yang sering 

terjadi di Meksiko, pertama yaitu Femicide Intimo atau Intimate Partner 

Violence, tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasangan/mantan 

pasangan/orang terdekat dari perempuan, kedua yaitu Femicide Sexual 

Sistemico, tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi karena 

meningkatnya kasus kriminalitas yang dilakukan oleh aktivitas kartel narkoba 

(Mubarok, Eriyanti & Iqbal). Aktivis Amerika Latin menggunakan istilah 

‘Feminicidio’ atau 'Feminicide' yang mereka bedakan dari pembunuhan 

berbasis gender yang lebih luas dengan peran negara dalam mengabaikan dan 

melakukan kekerasan terhadap warga negara wanita (Shackerlford, 2020). 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan femicide sebagai ; 

“ femicide umumnya diartikan sebagai pembunuhan yang disengaja 

terhadap wanita karena mereka adalah wanita, namun definisi yang lebih 

luasnya mencakup pembunuhan wanita atau anak perempuan. Femisida 

dilakukan oleh laki-laki, terkadang anggota keluarga dari korban juga terlibat. 

Femisida berbeda dari homicide. Sebagian kasus dari Femisida dilakukan 

oleh pasangan atau mantan pasangan, juga termasuk pelecehan dan kekerasan 

secara terus-menerus didalam rumah tangga, intimidasi atau ancaman” 

Femicide Intimo atau Intimate Partner Violence merupakan tindak 

kekerasan yang dilakukan oleh pasangan/mantan pasangan maupun orang 
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dekat yang diterima oleh perempuan salah satu jenis tindak kekerasan 

terhadap perempuan yang berkembang di Meksiko belakangan ini. Dari 

laporan WHO & PAN (2012) , temuan awal dari studi yang berlangsung oleh 

WHO dan London School of Hygiene and Tropical Medicine menunjukkan 

bahwa lebih dari 35% dari semua pembunuhan wanita di seluruh dunia 

dilaporkan dilakukan oleh pasangan. Sebagai perbandingan, studi yang sama 

memperkirakan bahwa hanya sekitar 5% dari semua pembunuhan pria yang 

dilakukan oleh pasangan intim. Di antara semua pembunuhan pria dan 

wanita, sekitar 15% dilaporkan dilakukan oleh pasangan intim. Angka-angka 

ini konservatif, mengingat tingginya jumlah data yang hilang, yang 

khususnya mengkhawatirkan di negara-negara nonindustri. 

Pada tahun 2012 Meksiko baru memulai menghitung data dari korban 

femicide secara resmi, pada tahun yang sama pula Meksiko mempunyai 

insiden pembunuhan terbanyak ke-16 di dunia. Kelambanan dari pemerintah 

Meksiko mengundang kecaman dari seluruh dunia, Meksiko mempunyai isu 

pembunuhan terhadap wanita yang jauh dari sekedar isu lokal. Selama tahun 

1990-an dan awal tahun 2000-an pembunuhan wanita di Ciudad Juarez sudah 

mendapatkan perhatian baik nasional dan internasional dengan kasus ratusan 

wanita yang dilaporkan menghilang dan ditemukan tewas. Dalam 5 tahun 

terakhir kasus pembunuhan wanita di Meksiko meningkat dua kali lipat 

setidaknya ditemukan 10 wanita terbunuh setiap harinya di Meksiko. Lebih 

dari 40% korban femicide di Meksiko mengetahui pelaku pembunuhannya, 

femisida merupakan kejahatan brutal yang menargetkan wanita. Statistik dari 
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perlakuan yang diterima korban yaitu dengan cara dicekik, ditenggelamkan, 

ditikam dan cara-cara tidak manusiawi lainnya ini berdampak pada persepsi 

keamanan di Meksiko. Sekitar 77% wanita di Meksiko melaporkan merasa 

tidak aman, Meksiko kemudian dikenal dengan julukan negara yang 

berbahaya untuk menjadi wanita.  

Menurut Museo Memoria y Tolerancia Exposicion (2017), hukum 

Meksiko menjelaskan bahwa kekerasan Femicide merupakan bila seorang 

wanita dibunuh karena jenis kelaminnya dan agar kejahatan tersebut terhitung 

juga dapat dituntut, setidaknya harus ada satu keadaan seperti korban 

menunjukkan tanda-tanda adanya kekerasan seksual, korban dilukai atau 

dimutilasi sebelum atau sesudah kehilangan nyawa atau nekrofilia, adanya 

riwayat segala jenis kekerasan dalam keluarga, ditempat kerja atau di sekolah, 

oleh orang yang bertindak melawan korban, telah ada hubungan cinta atau 

kepercayaan antara pembunuh dan korban, ada bukti ancaman oleh pelaku, 

korban kehilangan komunikasi, tubuh korban diekspos atau dipamerkan. 

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against 

Women atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Perempuan (CEDAW) merupakan undang-undang yang mengatur 

hak asasi perempuan internasional yang diadopsi pada tahun 1979 oleh UN 

General Assembly. Konvensi ini mempunyai dasar untuk mewujudkan 

kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dengan memastikan adanya akses 

dan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam semua bidang.  
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CEDAW mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai; 

"... setiap pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat 

berdasarkan jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan merusak 

atau meniadakan pengakuan, kenikmatan atau pelaksanaan oleh 

perempuan, tanpa memandang status perkawinan mereka, pada 

dasar kesetaraan pria dan wanita, hak asasi manusia dan 

kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, 

sipil, atau bidang lainnya". 

 

CEDAW merupakan konvensi pertama yang membahas Hak Asasi 

Manusia dengan menargetkan budaya dan tradisi sebagai kekuatan 

membentuk gender juga hubungan keluarga dan menegaskan hak reproduksi 

perempuan (UN Women, 2008). Menurut data dari dokumen 

CEDAW/C/GC/35 II No.16 , kekerasan berbasis gender terhadap perempuan 

dapat berupa penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau 

merendahkan martabat dalam keadaan tertentu, termasuk dalam kasus 

pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, atau praktik yang merugikan, 

antara lain. Dalam beberapa kasus, beberapa bentuk kekerasan berbasis 

gender terhadap perempuan mungkin juga merupakan kejahatan 

internasional. Pada No 19 dijelaskan Komite menganggap kekerasan berbasis 

gender terhadap perempuan berakar pada faktor-faktor terkait gender seperti 

ideologi hak dan hak istimewa laki-laki atas perempuan, norma-norma sosial 

mengenai maskulinitas, kebutuhan untuk menegaskan kontrol atau kekuasaan 

laki-laki, penegakan peran gender, atau mencegah, mencegah atau 

menghukum apa yang dianggap sebagai perilaku perempuan yang tidak dapat 

diterima. Faktor-faktor ini juga berkontribusi pada penerimaan sosial eksplisit 
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atau implisit atas kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, yang 

seringkali masih dianggap sebagai masalah pribadi dan meluasnya impunitas 

karenanya (General CEDAW, 2017).  

Meksiko telah meratifikasi Konvensi ini pada tanggal 23 Maret 1981 

kemudian meratifikasi Opsional Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Perempuan bersamaan dengan Prosedur Penyelidikan 

Di Bawah Protokol Opsional pada Konvensi CEDAW pada 15 Maret 2002. 

Sesuai dengan UN Women CEDAW sebagai negara yang meratifikasi 

Konvensi ini Meksiko berkomitmen untuk melakukan serangkaian tindakan 

untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk, 

termasuk untuk memasukkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan 

dalam sistem hukum mereka, menghapus semua undang-undang yang 

diskriminatif dan mengadopsi undang-undang yang sesuai yang melarang 

diskriminasi terhadap perempuan; untuk membentuk pengadilan dan lembaga 

publik lainnya untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi perempuan 

dari diskriminasi; untuk memastikan penghapusan semua tindakan 

diskriminasi terhadap perempuan oleh orang, organisasi, atau perusahaan. 

Pada tahun 2003, femicide digolongkan sebagai kejahatan dalam KUHP 

Meksiko, secara konkret berdasarkan Pasal 325. Pasal ini menetapkan 

keadaan khusus di mana suatu kejahatan diklasifikasikan sebagai femicide. Ini 

termasuk: jika mayat menunjukkan tanda-tanda kekerasan seksual, mutilasi 

yang merendahkan, atau cedera jenazah diekspos ke ruang publik, korban 

memiliki catatan pernah mengalami kekerasan terkait keluarga, atau adanya 



 
 

7 

hubungan intim antara korban dan tersangka. Namun, bahkan setelah KUHP 

Meksiko menggolongkan femicide sebagai Special Crime, akan tetapi catatan 

peradilan menunjukkan persentase kecil dari femicide yang sebenarnya 

diperlakukan seperti itu. Mayoritas dari korban dimasukkan dalam kasus 

sebagai pembunuhan biasa lalu menghilangkan mereka dari kategori 

kejahatan seksual atau femicide. Terlihat di bidang legislatif serangkaian 

perubahan memang sudah dimulai baik amandemen undang-undang yang ada 

maupun penerapan undang-undang baru dengan mengakui masalah 

Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dalam segala bentuknya dan di semua 

situasi di mana hal itu terjadi. Khususnya disahkannya Undang-Undang 

Umum untuk Akses Perempuan ke Kehidupan yang Bebas dari Violence 

(LGAMVLV) pada tahun 2007  (Oliva, n.d.).  

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

1. Batasan Masalah 

Mengacu pada latar belakang diatas, maka penelitian ini berfokus 

kepada hambatan Pemerintah Meksiko mengimplementasikan CEDAW 

dalam mengatasi kasus Femicide Intimo di Meksiko tahun 2015-2020. 

Karena pada tahun 2015 kasus femicide intimo di Meksiko kembali 

meningkat. 

2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana hambatan implementasi Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) dalam 

penyelesaian kasus Femicide Intimo di Meksiko? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang diajukan penulis ingin mengetahui 

bagaimana implementasi Konvensi CEDAW dalam mengatasi kasus 

Femicide Intimo di Meksiko. Tujuan  penelitian ini adalah menggambarkan 

bagaimana Meksiko dalam mengimplementasikan Convention on the 

Elimination of All Forms Discrimination against Women (CEDAW) yang 

mempunyai dasar Konvensi mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan 

laki-laki serta undang-undang yang mengatur hak asasi perempuan 

Internasional. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Akademis, penelitian ini dapat menjadi wacana dan kajian 

yang memperluas pengetahuan dalam disiplin Hubungan Internasional.  

b. Kegunaan Praktis, diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi 

referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya. Peneliti mengharapkan 

bahwa penelitian ini menjadi salah satu alasan adanya penelitian 

terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di 

Meksiko maupun yang terjadi di Negara lain.  

c. Kegunaan Tambahan, sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana 

dalam progam studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Bosowa. 
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D. Kerangka Konseptual 

Untuk memperoleh landasan dari penelitian ini, penulis menggunakan 

kerangka konseptual yang akan sangat berguna dalam menganalisa masalah, 

yaitu menggunakan konsep Impunitas yang merujuk pada konsep dari PBB 

dengan asumsi sebagai salah satu upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

dalam mengurangi pelanggaran terhadap HAM. PBB membentuk pengadilan-

pengadilan ad hoc serta pengadilan pidana internasional untuk mengakhiri 

impunitas secara permanen. PBB juga mengumpulkan prinsip-prinsip untuk 

memerangi impunitas serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia 

yang kemudian disebut dengan 'the Principles'. Dikembangkan pada tahun 

1990-an dan diperbarui pada tahun 2000-an, dokumen penting ini merupakan 

buah dari beberapa tahun studi yang awalnya dirancang oleh Louis Joinet dan 

diperbarui oleh Diane Orentlicher yang dilakukan dibawah naungan UN 

Commission on Human Rights. The Principles menjadi titik referensi yang 

mempunyai kuasa dalam upaya perjuangan internasional melawan impunitas. 

The Principles muncul bersamaan dengan dokumen penting PBB lainnya 

yang didedikasikan untuk sebagai kewajiban negara dan hak-hak korban salah 

satunya Serious Violations of International Humanitarian Law dan the Basic 

Principles on the Right to a Remedy and Reparation for Victim s of Gross 

Violations of International Human Rights Law (UN Doc, 2006). Pengertian 

dari impunitas masih menjadi diskusi hingga saat ini, banyak diskusi 

menjelaskan 'impunity' sebagai tidak adanya peradilan pidana. The Principles 

mendefinisikan impunitas secara lebih luas yaitu 'kemustahilan, de jure atau 
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de facto, untuk membawa para pelaku pelanggaran ke pertanggungjawaban'. 

Sebagaimana dinyatakan secara jelas di dalam Principle 1, impunitas muncul 

dari kegagalan negara untuk memenuhi tiga kewajiban hukum hak asasi 

manusia internasional yaitu: 

1 Menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia dan mengambil tindakan 

yang tepat untuk mengadili dan menghukum para pelaku pelanggaran 

tersebut. Menegaskan hukum ketentuan tentang kasus dengan bantuan 

penegak hukum, meminta kesaksian, memeriksa tempat yang 

bersangkutan dengan penyelidikan. 

2 Mengidentifikasi korban dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia. 

Menetapkan prosedur yang menjamin anonimitas korban serta 

membuktikan informasi yang diberikan, korban mempunyai hak dalam 

mengakses keadilan serta menerima penghormatan terhadap martabat. 

Negara harus memberikan tindakan yang tepat untuk memastikan 

keselamatan, kesejahteraan fisik dan privasi dan mempertimbangkan 

perawatan khusus untuk menghindari trauma yang mungkin. 

3 Memberikan pemulihan secara efektif bagi para korban dan memastikan 

bahwa mereka menerima bantuan atas kerugian yang dialami, seperti 

perluasan dana nasional untuk kompensasi kepada para korban harus 

didorong dan mempercepat pengembangan hak-hak dan pemulihan bagi 

korban. 

Impunitas menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya 

pengulangan kejahatan terhadap perempuan terutama  dalam kasus femicide 
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intimo, impunitas muncul sebagai penyebab dan akibat dari kejahatan hak 

asasi manusia di Meksiko. Dengan memberikan akses tidak ada hukum yang 

menjerat para pelaku kriminalisasi akan memicu ketakutan di masyarakat, 

dimana perlindungan yang satu-satunya dapat mereka miliki adalah keadilan 

dari pemerintah dimana pelaku akan bertanggungjawab (OHCHR, 2017).  

Impunitas dalam konteks HAM mengurangi atau menghambat proses 

pemulihan bagi para korban. Pendekatan dalam sisi impunitas memusatkan 

kepada para korban yang sangat subjektif dan pribadi: korban bersebelahan 

dengan pelaku namun merasa tidak mempunyai kekuatan. Impunitas 

mempunyai dimensi normatif dan faktual. Penekanan kepada timbal balik 

hukum impunitas nasional dengan praktik hukum pidana internasional serta 

konsep tatanan negara diperiksa dengan latar belakangan kewajiban hukum 

pidana internasional. Tindak pidana pelanggaran HAM melanggar keutuhan 

dan membatasi hak pribadi, pemberian hukum kemudian menjadi penting. Ini 

mencerminkan situasi internasional serta menjelaskan mekanisme yang 

dibentuk oleh PBB dalam mengontrol kejahatan jenis pelanggaran ini (Ambos 

& Freiburg, 1997). 

Tingkat kasus femicide intimo yang meningkat selama beberapa tahun 

terakhir mengundang banyak protes dari nasional dan internasional, 

penciptaan strategi Meksiko selama ini dalam memerangi femicide sepertinya 

tidak berjalan secara efektif karena situasi yang tidak membaik serta 

berdampak kepada perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum. 
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Mayoritas kasus femicide di Meksiko tidak dihukum karena terbatasnya akses 

dan keadilan terhadap perempuan (Gonzalez, 2020).  

E. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif analitis, 

penulis mencoba mencari sebab dan menggambarkan sehingga terjadi suatu 

fenomena yang diteliti pada penelitian ini yaitu terkait dengan implementasi 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women dalam mengatasi Femicide Intimo di Meksiko 

2. Jenis dan Sumber Data 

Penulis akan menggunakan data sekunder pada penelitian ini yang 

diperoleh dari penelurusuran kepustakaan, melalui buku teks maupun 

elektronik, jurnal, skripsi, media massa, situs resmi organisasi dan 

pemerintah, juga sumber-sumber lain yang relevan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan teknik telaah pustaka dengan cara 

mengumpulkan informasi yang relevan dengan studi dari literatur seperti 

buku teks atau elektronik, jurnal, artikel berita, skripsi, website serta 

penelitian yang berhubungan dengan variabel penelitian ini yang didapatkan 

melalui internet atau perpustakaan. 
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4. Teknik Analisis Data 

Data penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yaitu data akan 

ditekankan pada bahasan konseptual dari suatu fenomena dan bersifat non-

numerik. Analisa menggunakan segala data yang didapatkan dari telaah 

pustaka. 

F. Rencana Sistematika Pembahasan 

BAB I : Pendahuluan 

Bab I akan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kerangka 

konseptual, tujuan dan manfaat dari penelitian, metode penelitian, dan 

rancangan sistematika pembahasan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bab II akan lebih membahas definisi yang lebih detail sehubungan 

dengan teori atau konsep yang digunakan penulis pada penelitian ini. 

BAB III : Gambaran Umum 

Bab III akan membahas tentang gambaran umum dari Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women dan femicide 

intimo di Meksiko. 

BAB IV : Pembahasan 

 Dalam bab ini, akan berisi pemaparan berbagai temuan yang telah 

dianalisis dalam menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah serta 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesa yang telah dirumuskan diawal 

oleh penulis bahwa ada hambatan implementasi Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 



 
 

14 

dalam mengatasi femicide intimo di Meksiko serta tindakan yang telah 

dilakukan oleh Komite Konvensi dan Pemerintah Meksiko. 

BAB V : Penutup 

 Bab V akan berisi kesimpulan analisa yang dilakukan pada Bab-Bab 

sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai 

perkembangan studi Ilmu Hubungan Internasional teristimewa pada isu 

Feminisme.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Impunitas  

Impunitas dapat didefinisikan sebagai kejahatan tanpa hukuman, tidak ada 

sanksi pembalasan hukum kepada pelaku kejahatan ketika melakukan 

kejahatan. Le Clercq menguraikan impunitas kedalam konsep yang berbeda, 

yaitu thick impunity dan thin impunity tergantung tingkat impunitas yang 

terjadi. Thin impunity akan berfokus kepada keadilan hukuman atau 

keputusan atas kejahatan yang dilakukan, thick impunity mempunyai konsep 

definisi yang sama dengan United Nation Human Rights Council 2005 yang 

diperbarui oleh Diane Orentlicher yaitu ketidakmungkinan secara ‘de jure’ 

dan ‘de facto’ untuk membawa pelaku ke pengadilan, mencakup hubungan 

antara hukum dan masyarakat serta meliputi disfungsi kelembagaan tidak 

hanya aspek struktural juga pada aspek fungsional lembaga (Le Clercq, 

2019). 

Menurut UN Secretary-General impunitas merupakan tindakan yang akan 

menambah efek kepada femicide. Ketika suatu negara gagal untuk meminta 

pertanggungjawaban pelaku secara tidak langsung mengirimkan pesan kepada 

masyarakatnya bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan tidak dapat 

dihindari dan dapat diterima (OHCHR, 2012).  

Definisi impunitas dari Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UNCHR) 

di dalam laporan Orentlicher:  
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[…] [impunity means] the impossibility, de jure or de facto, of bringing 

the perpetrators of violations to account—whether in criminal, civil, 

administrative, or disciplinary proceedings—since they are not subject to 

any inquiry that might lead to their being accused, arrested, tried, and, if 

found guilty, sentenced to appropriate penalties, and to making 

reparations to their victims (CDHIO, 2005). 

Impunitas 'de jure' diartikan adanya undang-undang dan kewenangan 

dalam meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan, untuk mengganti 

kerugian dan menjatuhkan sanksi. Impunitas 'de facto' akan melibatkan 

fungsi lembaga-lembaga peradilan Negara dalam memastikan bahwa pelaku 

akan dihukum dan korban akan menerima pemulihan atau kompensasi (IGI, 

2020). Impunitas di Meksiko mempersulit jaminan respon yang lebih efektif 

terhadap kasus kekerasan terhadap gender, mematikan fungsi negara dan 

hukum, memicu ketakutan di kalangan masyarakat, manipulasi kekuasaan 

hukuman yang disengaja oleh Negara dan non-Negara, menghambat 

perlindungan dan promosi hak asasi manusia. 

Salah satu dasar dari hukum suatu negara adalah hak atas perlindungan 

hukum. Undang-undang serta kebijakan di suatu negara mempunyai pengaruh 

yang utama dalam mempercepat, menghambat, serta mengubah 

masyarakatnya dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi, sehingga dalam 

hal kesetaraan gender pada aktivis serta orang-orang yang peduli akan 

kesetaraan gender akan mengalihkan pandangan mereka seluruhnya kepada 

negara (Brinks, 2008). Sistem peradilan akan berfungsi dalam membentuk 

klasifikasi kasus  kekerasan berdasarkan gender serta klasifikasi sebelum dan 

sesudah kasus terjadi. Ketika sistem peradilan tersebut tidak berfungsi, 

korban dan keluarga korban akan sulit dalam mendapatkan keadilan. Ini akan 
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mengakibatkan keruntuhan aturan hukum yang ber-gender dan terklasifikasi 

sehingga korban dan keluarga dari kasus kekerasan ini sulit diproses melalui 

peradilan (Walsh & Menjivar, 2016). 

2. Impunitas dan Femicide Intimo 

Konsep impunitas menjelaskan mekanisme yang seharusnya dilakukan 

oleh pemerintah dalam menyelidiki, melaporkan, serta menyampaikan kasus 

namun akibat kurang efektif dijalankan sehingga menyebabkan pelanggaran 

ini tetap berlanjut. Menurut UN Document 1991, impunitas muncul pertama 

kalinya dalam agenda UN Subcommission on Prevention of Discrimination 

and Protection of Minorities di Geneva pada tahun 1991. Beberapa organisasi 

non-pemerintah (NGOs) mengangkat masalah ini selama sesi ke-43, dengan 

menyoroti bagaimana impunitas menghambat perlindungan hak asasi manusia 

serta menghancurkan supremasi hukum dalam masyarakat. Masyarat sipil dan 

para ahli hak asasi manusia memberikan pengaruh yang besar dalam 

membentuk agenda anti-impunitas PBB Sepanjang tahun 1990-an dan awal 

tahun 2000-an Sistem Hak Asasi Manusia PBB mengembangkan the 

Principles. Komisi Hak Asasi Manusia PBB (the Commission), terutama Sub-

Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (the Sub-

Commission) memiliki peran penting dalam proses ini. Louis Joinet dan El 

Hadji Guisse anggota dari the Sub-Commission diminta untuk menyusul 

paper tentang pendekatan yang diambil dari studi tentang impunitas yang 

kemudian diperbarui oleh Diane Orentlicher. Pada tahun 1992, makalah 
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tersebut diserahkan kepada Sub-Commission (Haldemann, Unger & Cadelo, 

2018).  

The Principles terikat kuat dengan gagasan tentang hak, sebuah gagasan 

yang berarti bahwa dalam masyarakat modern yang kompleks, 

mengumpamakan ada sistem hukum yang membuat hak-hak individu diakui 

secara keseluruhan serta diterjemahkan ke dalam realis sosial (UN, 2004). 

The Principles diartikulasikan sebagai standar hukum yang menjadi perhatian 

internasional dan diterapkan melintasi batas negara sehingga berhubungan 

dengan hukum internasional. The Principles berfungsi sebagai kerangka 

tumpuan yang penting untuk kebijakan dan kelembagaan untuk menjadi 

bagian integral dari wacana hukum internasional kontemporer yaitu 'a subtle 

and evolving interplay of law-making instruments, both binding and non-

binding' (Boyle & Chinkin, nd.). The Principles menyusun kewajiban hukum 

yang ditetapkan berdasarkan hukum internasional juga merujuk kepada 

perkembangan terkini serta prinsip-prinsip yang berasal dari hukum 

internasional (UN, 2004). The Principles merupakan titik referensi yang 

mempunyai kuasa dalam upaya perjuangan internasional melawan impunitas. 

Menurut Principles 1, impunitas merupakan kegagalan negara untuk 

memenuhi 3 kewajiban dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, 

yaitu: 

a. Menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia dan mengambil tindakan 

yang tepat untuk mengadili dan menghukum para pelaku pelanggaran 

tersebut.  
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b. Mengidentifikasi korban dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia; 

c. Memberikan pemulihan yang efektif bagi para korban dan memastikan 

bahwa mereka menerima bantuan atas kerugian yang dialami; dan 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah 

terulangnya pelanggaran di masa depan. 

Asumsi yang diberikan the Principles adalah jika hak asasi manusia 

penting, mereka harus secara aktif diamankan serta dihormati. 

Impunitas dan kurangnya pemulihan hukum terkait dengan kasus 

kekerasan terhadap perempuan merupakan titik awal dari kecaman terhadap 

femicide intimo oleh para aktivis hak-hak perempuan serta korban (Toledo, 

2013). Femicide intimo merupakan kekerasan yang tidak dapat ditolerir dan 

melanggar jaminan paling dasar hak untuk hidup. Femicide intimo 

memunculkan analisis kritis terhadap fungsi sistem peradilan, meningkatkan 

kesadaran publik, dan menginformasikan pengembangan terhadap kebijakan 

pencegahan. Kekerasan ini mempunyai hubungan tertentu dengan faktor 

politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hukum menjadi cerminan masyarakat 

serta sarana transformasi. Pengakuan tentang hak asasi perempuan di dalam 

hukum akan mengirimkan pesan yang jelas bahwa kekerasan terhadap gender 

tidak akan ditoleransi (Gibbon, Walklate, McCulloch & Maher, 2018). 

Impunitas mengikis fungsi negara dan hukum dalam melindungi 

masyarakatnya, bertentangan dengan hak asasi manusi serta menghadirkan 

konflik atau perbedaan yang sangat besar dalam informasi statistik negara 
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dalam melaporkan suatu masalah, baik kurangnya kapasitas negara dalam 

menghasilkan data atau kurangnya kemauan politik dalam melaporkan kasus 

(Global Americans, 2021). Impunitas yang masih tinggi terjadi di dalam 

kasus femicide intimo menetapkan bahwa tanggungjawab Negara gagal 

menghukum dan mengadili kekerasan atau tidak memberikan korban akses 

keadilan, hal ini bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional 

(ACUNS, n,d.).  
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

A. Femicide Intimo 

Istilah "Femicide" pertama kali diperkenalkan oleh Diana Russel di 

Pengadilan Internasional tentang Kejahatan terhadap perempuan di Brussel di 

tahun 1970. Kemudian, Russel mengadaptasi pengertiannya pada tahun 2001 

menjadi "pembunuhan terhadap perempuan karena mereka perempuan". 

Kemudian, peradilan pidana menggunakan istilah "Femicidio/Feminicidio" 

dengan arti kejahatan yang berhubungan dengan gender lalu menyebar ke 

seluruh dunia sejak dekade terakhir abad XXI dengan bahasa spanyol, setelah 

peristiwa mengerikan terjadi di Meksiko menarik mata internasional. Sidang 

tentang femicide (killing of women) menjadi rujukan pertama tentang femicide 

dalam dokumen resmi Uni Eropa di Meksiko dan Guatem ala di Parlemen 

Eropa pada April 2006 (Londoño & González, 2020).  Femicide intimo 

merupakan fenomena yang kompleks, dimana terjadi ketidakjelasan 

penerapan perspektif tentang gender, proses dalam menggolongkan kejahatan, 

model institusional yang kompleks dengan hambatan hukum, ideologis dan 

budaya. 

Kekerasan terhadap gender atau femicide merupakan fenomena sosial yang 

berukuran ganda juga beragam. Dari perspektif HAM kasus ini adalah 

perpecahan dengan klasifikasi standar, prinsip, hak, pedoman, dan kebebasan 

yang besar berdasarkan hukum internasional. Femicide mempunyai definisi 

yang bervariasi sesuai dengan transformasi fenomenanya sendiri, dan diantara 
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berbagai aktivis, pembela hak- hak perempuan, dan akademisi. Di Amerika 

Latin, femicide didefinisikan dengan cara  yang berbeda seperti "the 

misogynist killing of women by men", "the mass killing of  women committed 

by men based on their group superiority", atau "the extreme form of gender-

based violence". Adanya sistem patriarki yang luas dalam menindas 

perempuan ditandai dengan definisi-definisi ini (UN Women, OHCHR & 

UNITE). Beberapa aktivis feminis Meksiko seperti Marcela Lagarde dan 

Julia Monárrez mendefinisikan  femicide sebagai tindak kejahatan terhadap 

perempuan dan anak perempuan dimana tanggapan pihak berwenang dinilai 

lalai, diam, dan gagal dalam bertindak memberantas kejahatan ini termasuk 

semua kebijakan yang ditoleransi oleh negara yang menyebabkan kematian 

perempuan. 

Femicide memanifestasikan bentuk pembunuhan berbasis gender dan 

bentuk-bentuk kejam dan ekstrim dari kekerasan terhadap perempuan yang 

ada, diantaranya yaitu: intimate femicide yaitu pembunuhan perempuan oleh 

pasangan atau orang terdekat, pembunuhan terhadap perempuan yang juga 

digunakan sebagai alat dalam kartel narkoba atau systemic sexual femicide 

(Acuns, 2015). Intimate partner violence (IPV) atau intimate femicide jenis 

femicide yang paling sering terjadi di Meksiko merupakan kekerasan berbasis 

gender dengan bentuk pelecehan yang agresi secara fisik, seksual, dan emosi 

oleh pasangan yang sangat umum korban adalah perempuan (WHO, 2012).  

Femicide merupakan masalah global, namun tingkat kejahatan kekerasan 

terhadap perempuan di negara-negara di Amerika Latin memiliki jumlah 
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kasus yang lebih tinggi terutama di Meksiko. Di Meksiko hampir 74% korban 

di meksiko melaporkan telah diserang atau dilecehkan dengan kekerasan oleh 

pasangan mereka sendiri (Sterling, 2018). Jumlah ini bahkan masih lebih 

mengkhawatirkan ketika mempertimbangkan pelanggaran atau serangan yang 

tidak dilaporkan. 

Situasi-situasi kekerasan terhadap perempuan menghadirkan karakteristik 

yang cenderung sama dengan didasarkan "budaya kekerasan dan 

diskriminasi" dan mempunyai "akar dalam konsep subordinasi perempuan 

dan inferioritas". Kasus ini mewakili fenomena dan struktural sosial dan 

budaya yang berakar dalam adat dan pikiran (UN Women, OHCHR & 

UNITE, n.d.). Penggunaan istilah femicide dibanding dengan homicide sangat 

penting karena homicide tidak membedakan korban dari suatu kejahatan 

kekerasan serta tidak memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap 

dinamika kekerasan terhadap perempuan. Femicide menyoroti kekerasan 

berbasis gender melalui kosa kata yang akan sangat penting dalam diskusi 

seputar kekerasan perempuan dengan menekankan peran gender terhadap 

kejahatan kekerasan (Sterling, 2018). 

Femicide lebih dari kekerasan secara langsung, namun ekspresi kekerasan 

struktural yang dibenarkan oleh kekerasan simbolik oleh masyarakat, 

pengabaian pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang adalah korban 

oleh komunitas tidak sedikit yang bahkan menyalahkan mereka, negara yang 

tidak dapat mengambil tindakan yang tegas dalam administrasi peradilannya, 

administrasi publik, dan menjamin hak-hak perempuan di negaranya, dan 
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mengekalkan diskriminasi melalui kelalaian, pengabaian, kebisuan, 

membantah kebenaran oleh otoritas yang seharusnya bertanggung jawab 

dalam mencegah dan memerangi kejahatan ini (UN Women, OHCHR & 

UNITE, n.d.).  

Meskipun perwujudan yang menunjukkan keterkaitan yang berbeda antara 

norma dan praktik sosial budaya, femicide merupakan fenomena internasional 

yang telah mencapai skala yang mengkhawatirkan. Perempuan dalam 

berbagai tahap perkembangan, situasi dan kondisi adalah korbannya. 

Laporan-laporan yang tersedia mengungkapkan femicide menunjukkan tanda-

tanda kekerasan yang ada sebelum, selama, atau setelah tindak kejahatan. 

Dalam sebagian besar kasus pembunuhan merupakan tindakan terakhir dari 

rangkaian kekerasan, terutama  dalam kasus intimate femicide. Beberapa poin 

ini menjadi pembeda femicide dengan  kasus pembunuhan lainnya (UN 

Women, OHCHR & UNITE, n.d. ).  

Menurut PBB, 14 dari 25 negara dengan tingkat pembunuhan wanita 

tertinggi berada di Amerika Latin dan Karibia. Data dari Sekretariat Eksekutif 

Sistem Keamanan Publik Nasional Meksiko, kejahatan femicide antara tahun 

2015-2017 ada 1.640 kasus yang di investigasi. Jumlah kasus terdaftar 

meningkat di tahun 2017 sebesar 72%, hampir dua kasus femicide setiap 

harinya di Meksiko. Diperkirakan 60.000 wanita setiap tahun di wilayah 

tersebut terbunuh. Sekretaris Jenderal Keamanan Publik Nasional Meksiko, 

melaporkan bahwa antara tahun 2015-2019 kasus femicide meningkat dari 

411 menjadi 983, menunjukkan sekitar 139%. Pada bulan Januari tahun 2019 
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terdapat 10 kasus per hari. Menurut data analisis dari InSight Crime yang 

diperoleh dari National Map of femicide di meksiko, pada awal pandemi 

COVID-19 antara 16 Maret 2020 - 30 April 2020 tercatat ada 405 kasus 

femicide. 

 

Gambar 1. Source: SESNSP, INEGI, UN Women and INMUJERES, Data Cívica 

 

Gambar 2. source: Justice in Mexico, 2019 

Meksiko menonjol sebagai salah satu dari 5 negara di dunia dengan 

peningkatan tertinggi dalam kasus femicide antara tahun 2011-2014. 
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Kemudian,  pada tahun 2019 Meksiko menempati urutan pertama dalam 

kasus femicide di 24 negara di Amerika Latin menurut the United Nations 

Office for the Prevention of Crime and Drugs. Meksiko kemudian dikenal 

dengan julukan negara yang berbahaya untuk menjadi wanita. 

Menurut Survei Nasional 2016, oleh Instituto Nacional de Estadistica  

y Geografía  (INEGI) atau Institut Nasional untuk Statistik dan Geografi 

Meksiko, dari 142,363 intimate relationship tentang berbagai jenis kekerasan 

yang dialami perempuan berusia 15 tahun keatas, 43,9% responden 

mengalami intimate partner violence dengan hubungan saat ini maupun 

sebelumnya. Dengan sumber yang sama tercatat respon dari korban, 78,6% 

"because it was something unimportant that didn't affect them", 28,8% "for 

fear of the consequences", 17,3% "for shame", 14,8% “didn't know how and 

where to denounce the violent act”.  

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP) atau Eksekutif Sistem Keamanan Publik Nasional di Meksiko 

melaporkan laporan bulanannya (gambar 3) tentang femicide dan panggilan 

darurat 911 yang menunjukkan 942 kasus femicide selama tahun 2020, dan 

terdapat 142 kasus di Januari - Februari 2021 femicide yang terdaftar di 

seluruh dunia. Proses menangani dan menerima informasi oleh pemerintah 

Meksiko seringkali memperumit proses pengumpulan data, proses 

pencegahannya dan tingkat kasus femicide (Armenta, 2021). 
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Gambar 3. National Trend on Alleged Crimes of Feminicide 

Source: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 2021 

 

Negara-negara dengan tingkat femicide yang tinggi, seperti Meksiko 

dalam hal pengumpulan data resmi dibatasi oleh pelaporan yang kurang, 

komplikasi dalam definisi hukum negara bagian tentang femicide karena 

setiap bagian negara mempunyai KUHP Negara Bagian yang unik dimana 

mungkin atau mungkin tidak selaras dengan KUHP Federal Pusat di Meksiko. 

Jenis perilaku yang memenuhi syarat sebagai femicide di Meksiko juga 

mengakibatkan kurangnya laporan dan perbedaan yang ada di pencatatan 

jenis kekerasan ini. Misalnya, jika 9.581 perempuan menjadi korban femicide 

di Meksiko antara tahun 2012 - 2016 maka akan hanya ada 1.887 kasus yang 

dikategorikan sebagai femicide atau 19,7% meskipun ada bukti yang 

memenuhi syarat. Seiring waktu, jumlah dari kasus femicide mempunyai 

kemungkinan totalnya jauh lebih tinggi daripada yang tercatat (Armenta, 

2021). 
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B. Upaya Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi CEDAW 

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against 

Women (CEDAW) diadopsi oleh United Nations pada tahun 1979, karena 

permasalahan diskriminasi yang luas terhadap perempuan. CEDAW 

mengakui pengalaman diskriminasi perempuan sebagai perempuan dan 

mengharuskan negara-negara pihak yang meratifikasi konvensi ini untuk 

menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan untuk 

mencapai kesetaraan gender yang substantif (CEDAW, 2004). Meksiko 

meratifikasi Convention on the Elimination of all forms of Discrimination 

Against Women (CEDAW) pada tanggal 23 Maret 1981, kemudian pada 

tanggal 15 Maret 2002 meratifikasi Optional Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination against Women bersamaan dengan 

Investigation Procedures Under the Optional Protocol on Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women.   

Pada tanggal 1 Februari 2007 pemerintah Meksiko menerbitkan 

Undang-Undang La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia merespon femicide yang mengatur segala bentuk kekerasan 

terhadap perempuan dan landasan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh 

Pemerintah Federal dalam mencegah femicide. Di dukung oleh berbagai 

program kampanye gender untuk mengubah pemikiran yang selama ini 

berkembang di masyarakat tentang tindak kekerasan dan pelecehan terhadap 

martabat perempuan.  
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Kebijakan berikutnya disahkan pada tanggal 14 Juni 2012 menetapkan 

tindakan femicide sebagai tindakan kriminal dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana Federal Pasal 325 yang mengatur tentang tujuh protokol 

dalam menetapkan kasus femicide dan penetapan sanksi bagi pelaku. Sanksi 

juga akan berlaku bagi administrasi peradilan dan pegawai negeri yang 

menghalangi atau menunda sebuah penyelidikan (Mubarok, Eriyanti & Iqbal, 

2021). Dibawah Sistem Nasional ini, "personil peradilan telah diberikan 

kursus pelatihan tentang hak-hak perempuan dan pengarusutamaan gender" 

(Meksiko, 2016). Menurut situs web INMUJERES di Mexico City, lembaga 

menyediakan layanan gratis bagi perempuan, termasuk konseling psikologis 

dan hukum dengan 16 Unit Bantuan Perempuan.  
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BAB IV 

HAMBATAN IMPLEMENTASI CEDAW DALAM PENYELESAIAN 

KASUS FEMICIDE INTIMO DI MEKSIKO 

 Setelah melakukan analisis data pada Bab sebelumnya tentang 

Femicide Intimo,  Bab ini akan memberikan hasil penelitian untuk menjawab 

rumusan masalah terkait Bagaimana implementasi ratifikasi Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 

terhadap kasus Femicide Intimo yang terjadi di Meksiko. Untuk mengetahui 

hal tersebut, penulis menggunakan konsep Impunitas berdasarkan indikator 

yang dapat dilihat pada poin berikut: 

1. Lambatnya Upaya Investigasi, Mengadili dan Menghukum Pelaku Femicide 

Intimo 

Sebagai anggota PBB, Meksiko tunduk pada pengawasan badan hak 

asasi manusia PBB dan sebagai pihak dalam perjanjian hak asasi manusia 

tertentu, praktik dan kebijakan Meksiko dipantau oleh UN Treaty Bodies. 

Meksiko meratifikasi prosedur pengaduan dari 6 badan perjanjian salah 

satunya adalah Convention on the Elimination of all froms of Discrimination 

against Women (CEDAW). Tinjauan terakhir CEDAW atas kedisiplinan 

Meksiko terhadap Konvensi pada tahun 2018 Artikel 2, Komite 

merekomendasikan agar Meksiko "mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan untuk memastikan bahwa klasifikasi femicide didasarkan kepada 

unsur-unsur objektif agar memungkinkan kualifikasi  yang tepat dalam 
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hukum pidana lokal, mempercepat proses pendataan kasus dalam KUHP 

daerah yang tertunda, menyamakan protokol investigasi terhadap femicide di 

seluruh negeri, dan segera menginformasikan kepada keluarga korban..." 

(OHCHR, 2018). 

Dalam laporan Komite PBB CEDAW berskala tahun 2018 tentang 

Meksiko, hambatan struktural, kebiasaaan dan praktis, termasuk aparat 

penegak hukum yang memiliki sistem peradilan pidana yang mendiskriminasi 

gender serta pengetahuan yang terbatas tentang hak-hak perempuan terus 

menghambat akses keadilan perempuan (UN, 2018). The Researcher 

mencatat bahwa jika seseorang mengajukan pengaduan tentang kasus 

femicide intimo kepada pihak berwenang, tindakan yang dilakukan adalah 

mengeluarkan surat amanat yang berisi bahwa pelaku tidak dapat melakukan 

komunikasi dalam bentuk apapun kepada pengadu.  Selanjutnya korban 

diminta untuk menyerahkan salinan fisik surat perintah tersebut kepada 

pelaku. Dalam satu kasus tentang salah satu siswa di Cuernavaca Meksiko, 

yang meminta bantuan setelah mengalami intimate partner violence dari 

mantan pasangannya (The Researcher, 2021). 

Setelah mengantarkan surat penahanan kepada pelaku, siswa ini 

pulang dan menemukan bahwa pelaku masuk ke dalam rumahnya lalu 

mencoba menghubungi polisi namun tidak ada tanggapan selama 4 jam. The 

Researcher juga mencatat bahwa meski beberapa korban berhasil 

memberikan perintah penahanan atau pihak berwenang yang melakukannya, 

bagi para pelaku surat tersebut tidak ada artinya sekaligus mandat yang tertera 
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karena meraka yakin pihak berwenang tidak akan menahannya (The 

Researcher, 2021).  

Kasus seperti ini sering terjadi di Meksiko, sehingga beberapa dari 

korban atau keluarga korban dari femicide intimo memilih untuk tidak 

melaporkan kekerasan yang mereka alami, mengetahui bahwa tindakan dari 

pihak berwenang tidak dapat memberikan apa yang mereka cari, bahkan 

menambah ketakutan kalau-kalau pelaku kekerasan membalaskan dendamnya 

atau amarahnya. Sistem peradilan pidana seringkali merasa bahwa masalah 

femicide intimo dapat diselesaikan secara kekeluargaan, atau bahkan tidak 

sedikit kasus dimana perempuan menjadi pihak yang bersalah dalam 

kekerasan atau kematiannya sendiri. Kebiasaan dari penegak hukum yang 

kurang peduli terhadap kasus ini secara tidak langsung memberikan 

persetujuan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu normal, surat yang 

berisi mandat pun kemudian dilihat oleh pelaku sebagai kertas bertuliskan 

peringatan namun tidak mempunyai arti lebih. Dalam hal ini, menurut data 

resmi dari Justice Procuration Offices and State Prosecution Offices kepada 

National Citizen Observatory of Femicide (OCNF) hanya antara tahun 2014-

2017, terdapat kurang lebih 6.297 wanita menjadi korban pembunuhan di 

Meksiko, namun, hanya sekitar 30% dari kasus yang diselidiki dibawah The 

Performance Protocol for the Investigations of cases of Femicide atau 

Protoko Kinerja untuk Investigasi Kasus Femicide di Meksiko (UN-CEDAW, 

2018). 
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Tingkat kasus femicide intimo periode Januari-Juni 2020 meningkat 

7,7% dari tahun 2019 (Urrutia & Jiménez, 2020). Covid-19 menjadi puncak 

dari tingkat kasus di Meksiko. Bagi sebagian orang rumah menjadi tempat 

yang aman untuk berlindung, sebaliknya yang dirasakan oleh sebagian besar 

perempuan di Meksiko rumah menjadi tempat dimana mereka 

mempertaruhkan hidup dan mati, mereka menyadari bahwa mereka tidak 

aman dan tidak dapat mempercayai pihak berwenang. Isolasi dan karantina 

dirumah menjadi masalah yang mengkhawtirkan keselamatan perempuan. 

Hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengejar keadilan atas kekerasan 

dan diskriminasi yang dilakukan terhadap mereka merupakan pelanggaran 

langsung terhadap CEDAW Pasal 15 bahwa Negara Pihak harus memberikan 

kesetaraan perempuan dengan laki-laki di depan hukum. Kegagalan 

penyelidikan, penghukuman, penuntutan oleh pihak berwenang di Meksiko 

tidak hanya melanggengkan femicide intimo, tetapi juga mewujudkan 

pelanggaran tambahan terhadap hak-hak perempuan serta melindungi pelaku 

dari tanggungjawab.  

Negara-negara dengan institusi rule of law yang lemah salah satunya 

Meksiko, kartel narkoba dapat mengancam negara atau pihak yang 

berwenang secara politik dengan suap yang biasa dilakukan oleh organisasi 

agar diberi jalan. Masalah ini akan tetap berlanjut ketika terjadi keberhasilan 

dalam transaksinya yang kemudian mengarah kepada disfungsi institusional 

dan korupsi baik ditingkat lokal maupun nasional. Ketika ekonomi gelap 

berkembang, penegakan hukum dan proses peradilan otomatis akan 
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berkurang. Impunitas untuk kegiatan kriminal juga meningkat, merusak 

pencegahan dan kredibilitas peradilan (UN Chronicle, n.d.). Kejahatan 

femicide oleh kartel narkoba terjadi di daerah-daerah dimana terdapat 

"budaya geng", dimana perempuan dianggap "disposable", serta dapat 

digunakan sebagai bandar narkoba atau pengedar narkoba (World Vision 

Canada, 2020). “Disposable” disini diartikan bahwa jika suatu kartel narkoba 

tertangkap yang akan diserahkan adalah perempuan yang dianggap sebagai 

pengedar atau perempuan disamakan dengan “barang sekali pakai” sehingga 

tidak akan merugikan organisasi. Seorang doktor dari kriminologi di 

Universitas Toronto bidang dinamika kelompok kartel narkoba di Meksiko 

menjelaskan bahwa budaya kartel narkoba atau "underworld" sangat 

patriarkal, dan pasangan dari anggota kartel narkoba sering dicap 

‘kepemilikan’ sehingga perempuan tidak dapat meninggalkan hubungan 

kapanpun ataupun merasa bebas (Doctor of criminology, 2021). Tidak sedikit 

dari korban intimate femicide di Meksiko dibunuh oleh anggota kartel 

narkoba. Menurut data analisis Insight Crime yang diperoleh dari awal 

pandemi Covid-19 antara 16 Maret 2020 - 30 April 2020, 63% di antaranya 

terkait dengan kartel narkoba. Korban paling sering adalah wanita yang 

mempunyai status ekonomi rendah, prostitutes, pekerja maquila, atau anggota 

geng. Meski bertanggungjawab atas sejumlah kasus intimate femicide, pihak 

berwenang lebih memihak kepada mereka dikenyataan yang sebenarnya.  

Kekerasan terhadap perempuan yang dinormalisasi menjangkau setiap 

lapisan masyarakat (García & Villanueva 2020) termasuk jurnalis dan pers. 
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Dalam indeks Impunitas Global yang diterbitkan oleh Committee to Protect 

Journalists (CPJ), secara global Meksiko menempati peringkat diantara 10 

negara dengan jumlah kasus tertinggi dalam impunitas serta kasus yang tidak 

terpecahkan hingga kini kepada para pelaku kejahatan terhadap jurnalis (CPJ, 

2017). Selama satu dekade terakhir di Meksiko, setidaknya terdapat 74 

jurnalis yang terbunuh dan banyak diantaranya menerima ancaman atau 

intimidasi. Jumlahnya meningkat dari tahun 2017, terdapat 22 pembunuhan 

jurnalis yang dilaporkan oleh Pelapor Khusus IACHR untuk Kebebasan 

Berekspresi di Meksiko.  

Meningkatnya kasus terhadap para jurnalis akan berdampak kepada 

penyebaran informasi kepada masyarakat, kebebasan berekspresi dan 

akuntabilitas pemerintah dipertanyakan. Pemerintah Meksiko bahkan 

dilaporkan memberikan sogokan kepada media dengan kontrak iklan yang 

menarik atau dengan cara mengintimidasi dan penghukuman kepada media 

yang mengkritiknya. Pemerintah di Meksiko dilaporkan akan menghukum 

jurnalis yang dinilai kritis dan mendesak pemilik media untuk memecat 

mereka, mengintimidasi atau mengancam mereka dengan taktik lain, bahkan 

menuntut mereka dengan tuduhan pencemaran nama baik (Freedom House, 

2017). Impunitas dan korupsi telah menjadi isu utama yang memprihatinkan 

di Meksiko. Banyak diantara jurnalis yang menyoroti atau menyelidiki kasus 

korupsi maupun kejahatan yang berhubungan dengan kartel narkoba atau 

pejabat publik menjadi sasaran ancaman atau tindakan agresif lainnya 

menekan untuk tidak melaporkan masalah tersebut. Menurut Rodriguez 
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(2016), Korupsi dalam sistem peradilan dianggap sebagai salah satu faktor 

utama yang berkontribusi kepada pengekalan impunitas negara untuk semua 

kejahatan termasuk femicide. 

Intimidasi yang secara terang-terangan dilakukan menimbulkan 

ancaman yang signifikan, data korban oleh pemerintah Meksiko dan media 

Meksiko yang berfokus menyelidiki kekerasan dilaporkan secara berbeda 

sehingga terdapat tentang berapa banyak yang terbunuh, data yang dibatasi 

oleh pemerintah, serta pengaruh kartel narkoba di publik menjadikan 

kekerasan oleh kartel narkoba menjadi sulit untuk diukur di Meksiko. The 

UN security Council menyoroti kejahatan terorganisir khususnya 

perdagangan narkoba. Meningkatnya femicide yang terkait dengan kartel 

narkoba di Meksiko dimana aturan institusi hukum yang tidak memadai. 

2. Sulitnya Mengidentifikasi Korban dan Pelaku Femicide Intimo 

Di negara Amerika  Latin terkhusus Meksiko masih kekurangan data 

statistik dan sistem informasi resmi tentang kasus femicide intimo masih 

menjadi masalah. Meksiko dinilai tidak memiliki alat dan infrastruktur dalam 

membedakan jenis kekerasan terhadap perempuan, mengakibatkan pendataan 

dan mengidentifikasi pelaku kasus menjadi sulit. UN Women bahkan 

menekankan masalah pengumpulan data yang resmi tentang femicide intimo. 

Tahun 2012 menjadi tahun resmi pemerintah Meksiko resmi melacak dan 

mencatat data-data korban femicide intimo. Menurut Rich, Casas & 

Brueggemann (2021), Pembunuhan terhadap perempuan meningkat sebanyak 

137% diantara tahun 2015-2020. 
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Banyak diantara para korban tidak dapat melaporkan kekerasan yang 

terjadi atau mereka tidak dapat mempercayai pemerintah dalam mengatasi 

masalah mereka. Perspektif yang tumbuh di masyarakat bahwa penegak 

hukum tidak peduli akan masalah ini mempengaruhi korban serta pelaku. 

Selain itu, masih banyak korban yang belum teridentifikasi, meskipun 

korban-korban tersebut telah tergolong sebagai femicide intimo sesuai dengan 

undang-undang, namun hal tersebut tidak mendapatkan kelanjutan 

identifikasi. Menurut Amnesty Internasional (2021), pada tahun 2020, 

sebanyak 3.723 kasus femicide yang tercatat di Meksiko, hanya 940 kasus 

diantaranya diselidiki sebagai kasus femicide. 

Pemerintah Meksiko yang masih kurang dalam pemahaman untuk 

membedakan atau mengukur kasus femicide intimo. Database yang 

diperlukan dalam melakukan penyelidikan tentang pelaku juga tidak dapat 

dilakukan secara efektif akibat kurangnya data yang dapat dipercaya. 

3. Tidak Efektifnya Langkah Pemerintah Meksiko dalam Mencegah Femicide 

Intimo dan Pemulihan bagi Korban 

Pada tahun 2007 Undang-Undang tentang femicide pertama di 

Amerika Latin disahkan, 15 negara telah mengkriminalisasi femicide dalam 

undang-undangnya (Economic Commission for Latin America and the 

Caribbean, 2014). Meksiko mengesahkan the General Law of Access for 

Women to a Life Free of Violence (GLAWLFV) atau Undang-Undang Umum 

Akses bagi Perempuan untuk Kehidupan yang Bebas dari Kekerasan pada 

tahun 2007 sekaligus mengikuti rekomendasi dari Komite CEDAW. Namun, 
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lebih dari 10 tahun setelah GLAWLFV disahkan implementasi perlindungan 

yang disusun masih belum menjamin perlindungan terhadap kehidupan 

perempuan di Meksiko. Yang dibuktikan dengan jumlah kasus yang selama 

beberapa tahun meningkat, sesuai dengan data laporan Sekretariat Eksekutif 

Sistem Keamanan Publik Nasional Meksiko, jumlah kasus pada tahun 2015-

2017 mencapai 1.640 kasus pada tahun 2017 meningkat sebanyak 72%.  

Data dari Sekretariat Jenderal Keamanan Publik Nasional Meksiko 

diantara tahun 2015-2019 kasus femicide meningkat menjadi 983 yang 

sebelumnya tercatat 411 kasus. Menurut UN (2019), ada tantangan dalam 

menerapkan Undang-Undang Umum 2007 tentang Akses Perempuan ke 

Kehidupan yang Bebas dari Kekerasan dan meskipun undang-undang ini 

telah disahkan, situasi bagi perempuan di Meksiko makin memburuk atau 

terjadi peningkatan dalam kekerasan terhadap perempuan terutama intimate 

femicide. 

Menurut Pasal 1 dan 2 CEDAW yang merupakan kewajiban proaktif 

bagi Negara-Negara pihak untuk mengambil semua tindakan yang tepat untuk 

menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan oleh siapapun. Dibawah 

perjanjian hak asasi manusia dan hukum internasional umum khusus, Negara 

dapat bertanggungjawab atas tindakan pribadi jika gagal bertindak dengan uji 

tuntas untuk pelanggaran hak atau menghukum dan menyelidiki tindakan 

kekerasan dan pemberian kompensasi. (CEDAW, 2018). Menurut 

theGuardian (2020), pemerintah Meksiko telah memotong anggaran sebanyak 

75% yang ditujukan kepada institut perempuan federal di Meksiko yang 
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melindungi korban dari kasus femicide intimo, Presiden Amlo juga 

menyarankan untuk menarik semua dana negara untuk tempat penampungan 

perempuan yang melarikan diri dari kekerasan yang dioperasikan oleh 

Lembaga Swadaya Masyarakat Meksiko.  

Salah satu langkah mengatasi kasus femicide intimo yang sesuai 

dengan CEDAW yaitu dengan memajukan visualisasi terhadap masalah 

tersebut serta mengembangkan pencegahan dan hukuman. Namun, undang-

undang untuk setiap KUHP tentang femicide berbeda di setiap negara bagian 

Meksiko terdapat ketidakselarasan, salah satunya masih belum ada 

kesepakatan secara nasional tentang apakah femicide merupakan kejahatan 

berat atas hak asasi manusia atau kategori kejahatan yang terpisah (Justice in 

Mexico, 2020) perbedaan pidana atau konsep femicide intimo di masing-

masing pemerintah di negara bagian Meksiko menyebabkan kasus femicide 

intimo masih terjadi di Meksiko, selain itu pemotongan dana dari pemerintah 

bagi para korban femicide intimo akan sangat berdampak kepada pemulihan 

korban, sehingga implementasi CEDAW sulit diidentifikasi di tingkat 

nasional.  

4. Minimnya Political Will Pemerintah Meksiko dalam Menjalankan 

Rekomendasi CEDAW  

Femicide telah digeneralisasikan sampai tidak dapat dipaham secara 

objektif dan pasti. Menurut laporan the first Worldwide Report on Burden of 

Armed Violence sebelumnya antara tahun 2011-2014 Meksiko merupakan 

salah satu dari 5 negara di dunia dengan jumlah korban yang bertambah 
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cukup besar dalam kasus femicide dan pada tahun 2019 menempati urutan 

pertama diantara 24 negara di Amerika Latin dalam kasus femicide menurut 

the UN Office for the Prevention of Crime and Drugs (El Siglo, 2019). 

Presiden Meksiko saat ini, Andres Manuel Lopez Obrador atau biasa 

dikenal dengan Amlo dinilai memperburuk masalah femicide di Meksiko 

selama terpilih menjadi presiden. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2019, 

Presiden Amlo tidak ingin berbicara tentang pembunuhan perempuan dengan 

isu gender serta beralih dengan kegiatan lain (Rosenbaum, 2020). Sejak awal 

masa pemerintahannya, Presiden Meksiko mengatakan bahwa data dari 

femicide intimo palsu serta mengatakan bahwa perempuan di Meksiko tidak 

pernah dilindungi seperti sekarang (theGuardian, 2020). Banyak aktivis dan 

pembela hak asasi manusia mengharapkan bahwa yang diungkapkan oleh 

Presiden Amlo adalah benar. Namun, di negara dimana diperkirakan terdapat 

10 kasus femicide intimo ditemukan setiap harinya serta 93% kejahatan di 

negaranya tidak dihukum yang  dihilangkan oleh tingkat impunitas yang 

masih berakar di Meksiko sudah menjadi bukti bahwa perempuan di Meksiko 

masih dibayangi dengan femicide intimo.  

Menurut data analisis yang diperoleh dari National Map of femicide di 

Meksiko, pada awal pandemi COVID-19 antara 16 Maret 2020- 30 April 

2020 tercatat ada 405 kasus femicide (Insight Crime, 2020). Pemerintah 

menolak untuk mengakui bahwa ada masalah kekerasan terhadap gender atau 

femicide intimo di negaranya. 
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UN Women di Meksiko bekerja untuk membantu pemerintah 

mengenai komitmen internasional tentang kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan (UN Women, n.d.) seperti memberikan pemikiran 

kepemimpinan dalam pengertian serta konsep femicide, membantu 

pemerintah dalam mengumpulkan data sehingga penyelidikan dapat lebih 

mudah dan mengatasi impunitas yang ada, membantu pemerintah dalam 

pengembangan penyelidikan dan penuntutan sesuai dengan Protokol CEDAW 

(OHCHR, 2021). Namun, usaha yang dilakukan oleh UN Women dalam 

mewujudkan Konvensi CEDAW tidak maksimal, karena kurangnya respon 

dari pemerintah untuk bekerjasama dalam kampanye kesetaraan gender 

kepada masyarakat dan impunitas yang masih berjalan di Meksiko. Salah satu 

protes terbesar yang terjadi pada Hari Perempuan Internasional pada Maret 

lalu, yaitu pemogokan perempuan nasional pertama di Meksiko atau "a day 

without us". Tetapi Presiden Amlo tidak menunjukkan reaksi apapun selain 

mencela para pengunjuk rasa banyak diantaranya merupakan keluarga dari 

korban femicide, Presiden Amlo berulang kali mengatakan bahwa aktivis 

perempuan sebagai tindakan dari kelompok penghianat atau dimanipulasi 

oleh oposisi (IPI, 2021). 

Pemerintah Meksiko dalam hal kesetaraan gender telah memiliki 

rancangan dalam mengatasi femicide intimo, namun rancangannya tidak 

dijalankan hal ini dapat dilihat dengan peran pemerintah yang tidak 

menindaklanjuti komitmen mereka untuk memberikan kehidupan yang aman 

dan bebas kekerasan bagi perempuan. Seperti yang dituliskan dalam Undang-
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Undang Umum Akses bagi Perempuan untuk Kehidupan yang Bebas dari 

Kekerasan membutuhkan korelasi dengan pemberantasan kekerasan terhadap 

perempuan, sanksi, dan pemerintah. Undang-undang tersebut juga 

memerintahkan kepada semua tingkat pemerintah untuk mendata semua 

bentuk kekerasan terhadap perempuan, bertindak dalam pencegahannya, 

menuntut mereka yang bertanggung jawab, dan memberikan kompensasi 

yang memadai kepada para korban sesuai dengan CEDAW yang telah 

diratifikasi oleh Meksiko.  

Otoritas yang seharusnya menegakkan dan mendorong hukum dan 

undang-undang masih belum mengerti dan meremehkan perjuangan dan rasa 

sakit dari perempuan yang mengalami kekerasan intimate femicide. CEDAW 

mengidentifikasi bahwa tidak adanya mekanisme untuk mengimplemetasikan 

undang-undang yang melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi, 

pendanaan yang tidak memadai di tingkat negara bagian untuk pemantauan 

dan implementasi mempunyai dampak yang saling berkaitan di Meksiko. 

Komite CEDAW menetapkan ini berdasarkan rekomendasi umum no.19 

bahwa definisi diskriminasi Pasal 1 Konvensi mencakup kekerasan berbasis 

gender, kekerasan ditujukan kepada seorang perempuan karena dia 

perempuan atau yang mempengaruhi. Meskipun Meksiko telah menempatkan 

undang-undang dan lembaga dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan 

dan anak perempuan terkhusus femicide intimo, namun Meksiko gagal dalam 

melawan budaya ketidaksetaraan gender secara efektif yang mendorong 

keberlanjutan dikriminasi tersebut. 
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CEDAW terdiri dari 30 Pasal yang berisi tindakan yang perlu diambil 

oleh Negara Pihak, salah satu langkah-langkah yang penting didalamnya 

adalah mewajibkan Negara Pihak untuk menghilangkan stereotip laki-laki 

dan perempuan dan mengakui peran budaya dan tradisi dalam diskriminasi 

yang terjadi (Facio, 2008). Budaya machismo yang masih kuat diadopsi dan 

masih mendarah daging di Meksiko menyusun peran di sekitar perempuan 

sebagai yang terikat dirumah, dan laki-laki sebagai "providers" yang bekerja 

di luar rumah. Machismo membenarkan laki-laki untuk melakukan kekerasan 

terhadap perempuan, kepercayaan yang telah tertanam bahwa mereka 

mempunyai hak atas perempuan menyebabkan machismo menjadi salah satu 

pendorong femicide intimo terus berlanjut. Masih bertahannya budaya 

machismo di Meksiko merupakan kegagalan pemerintah dalam mengambil 

tindakan untuk mempromosikan kesetaraan gender, menghapus diskriminasi, 

serta mencegah kekerasan berbasis gender terutama femicide intimo. 

Kegagalan Meksiko dalam mengambil tindakan proaktif pola perilaku sosial 

dan budaya yang menormalkan jenis kekerasan ini dan mendorong 

diskriminasi terhadap perempuan, pemerintah Meksiko sendiri mewujudkan 

prasangka ini dalam tanggapannya terhadap pengaduan kekerasan, yang 

merupakan ketidakpatuhan. 

Pelanggaran yang terus berlanjut selama bertahun-tahun ini 

memperkuat pelanggaran yang dilakukan Meksiko terhadap CEDAW dan 

kegagalan negara untuk menjalankan rekomendasi dari CEDAW. 

Berdasarkan Rekomendasi Umum 28 CEDAW Pasal 2, bahwa Negara 
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mempunyai kewajiban untuk mencegah, menyelidiki dan menghukum tindak 

kekerasan berbasis gender, juga mewajibkan Negara untuk menghapus 

diskriminasi terhadap perempuan baik melalui kelalaian atau tindakan, 

Negara juga berkewajiban untuk memberikan reaksi secara aktif terhadap 

diskriminasi terhadap perempuan, terlepas dari apakah kelalaian atau tindakan 

dilakukan oleh Negara atau oleh aktor lain (UN CEDAW, 2010).  

Meskipun, Meksiko telah menempatkan undang-undang dan lembaga 

dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan 

khususnya femicide intimo, namun Meksiko gagal dalam melawan budaya 

ketidaksetaraan gender secara efektif yang mendorong keberlanjutan 

dikriminasi tersebut. Meksiko gagal memenuhi kewajibannya untuk 

melindungi, menghormati, dan memenuhi kewajiban hukumnya untuk 

menghapuskan kekerasan berbasis gender terkhusus femicide intimo. Masalah 

yang berkesinambungan antara Impunitas, Kartel Narkoba serta Budaya 

Machismo menjadi masalah pokok yang menyebabkan kekerasan terhadap 

gender atau femicide intimo masih berlangsung dan implementasi CEDAW 

menjadi terhambat di Meksiko.  



 
 

45 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pemerintah Meksiko 

belum mampu mengatasi  femicide intimo melalui Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), Hal 

ini dikarenakan sehingga menyebabkan beberapa faktor yang menghambat 

dalam mengimplementasi Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women (CEDAW)  yaitu:  

1. Pemerintah Meksiko gagal dalam menyelidiki pelanggaran hak asasi 

manusia atau femicide intimo dan mengambil tindakan yang tepat untuk 

mengadili dan menghukum para pelaku pelanggaran tersebut.  

2. Sulitnya mengidentifikasi korban dan pelaku femicide intimo oleh 

pemerintah Meksiko.   

3. Tidak efektifnya langkah-langkah pemerintah Meksiko dalam mencegah 

Femicide Intimo dan pemulihan bagi korban.  

4. Minimnya Political Will pemerintah Meksiko dalam menjalankan 

rekomendasi CEDAW. 

Meksiko memiliki instrumen atau mekanisme dalam mengatasi femicide 

intimo, namun memilih untuk tidak melakukannya. Tidak diartikan bahwa 

Meksiko secara langsung membunuh perempuan dalam hal ini mengizinkan  

femicide intimo, tetapi kelambanan serta seolah-olah tidak menganggap 
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bahwa femicide intimo merupakan kekerasan yang berat di dalam Negaranya 

menyebabkan implementasi CEDAW dalam menghapus semua diskriminasi 

terhadap gender ini terhambat. 

B. Saran 

1. Dalam mengatasi masalah femicide intimo diperlukan kerjasama dari 

pemerintah, media, aktor non-state, dan seluruh masyarakat untuk tercapainya 

implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women (CEDAW).  

2. Dalam mengurangi dan mengetahui resiko perempuan pemerintah perlu 

membuat pencatatan atau data dari semua kasus femicide intimo sesuai 

dengan kerangka peraturan yang didukung oleh Komite Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). 
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